
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentu.kan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tent.ang Serah 
Simpan Karya Cetak dan Relearn (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta (Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4220); 

c. bahwa berdasarkan pert.imbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, pcrlu menctapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten 
Purworcjo; 

b. bahwa da1am pcnerapan Standar Pelayanan Minimal 
sebagaimana climaksud pada huruf a, khususnya dalam 
menyelenggarakan pclayanan di bidang kesenian, 
Pemcrintah Oaerah perlu mcnyusun rencana pcncapaian 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian; 

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Stander Pelayanan Minimal, 
Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan 
Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Menteri; 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANAPENCAPAIAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN 

KABUPATEN PURWOR&JO 

PERATURAN BUPATI PURWOR&JO 
NOMOR : 38 TAI IUN 2013 

TENTANG 

BUPATI PURWOREJO 

[SALINAN] 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaren Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. T11mbMan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimena 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahen 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4844); 

5. Pcraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pcdoman Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar Pclayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4584); 

6. Pcraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagien Urusan Pcmerintahen Antara Pemerintah, 
Pcmerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Pcdoman Pcnyusunan Standar Pclayanan 
Minimal; 

8. Peraturan Menteri DalaJn Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pcncapaian 
Standar Pelayanan Minimal; 

9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Kesenian; 

10. Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pcmerintahan Daerah Kabupaten 
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2008 Nomor 4); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 
2008 tentane Oreanisasi dan Tata Kerja Peranekat 
Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangk:a Panjang 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 • 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 
Nomor3); 

13. Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 · 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 
Nomor 2); 
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Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 
l. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 
2. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Oaerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
6. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkal SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang 
mempunyai tugas pokok dan fungsi manangani urusan kesenian. 

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Kepala SKPO adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah 
Kabupaten Purworcjo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
menangani urusan kesenian, 

8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi·fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus Iungsi-fungsi tersebut 
yang menjadi kewenangannya dalarn rangka melindungi, melayani, 
mcmberdayakan, dan mcnsejahterakan masyarakat. 

9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan 
hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya 
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah 
Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan 
nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan 
ketertiban umum daJam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang 
berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. 

10. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang 
dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan, karya 
seni yang diakibalkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. 

11. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas 
karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa 
menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalarnnya. 

12. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk 
kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni itu sendiri. 

I 3. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika 
dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan 
penciptaan. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATJ TENTANG RENCANA PENCAPAIAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BlDANG KESENIAN 
KABUPATEN PURWOR£JO. 

MEMUTUSKAN: 
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(3) Ruang llngkup Peraturan Bupali In! mellpuli: 
a. rencana pencapaian SPM; 
b. pembiayaan SPM; 
c. pengorganisasian SPM; dan 
d. pelaporan SPM. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi: 
a SKPD dalam melaksanakan SPM; 
b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya. 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan 
hukwn bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai 
tar&et pen~i;:>aiaP yane telah ditetapkan, 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

BABII 

14. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan 
mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan 
!!Osial. ekonomi, dan pemerintahan. 

15. Pelayanan dasar bidang kesenian adalah jenis pelayanan publik di 
bidang kesenian yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam kehidupan soeial, ekonomi, dan 
pemerintahan. 

16. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang selanjutnya 
dislngkat SPM adalah ketentuan tentang jenls dan mutu pelayanan 
dasar bidang kesenian yang merupakan Urusan Wajib Pemerintahan 
Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

17. lndikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan lrualitatif 
yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang 
hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa 
masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang 
kesenian. 

18. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah 
dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan 
Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan 
untu.k memblayai penerapan SPM. 

19. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang 
dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan 
pada Rencana Pembe.ngunan Jangka Menengab Daerah (RPJMD), 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strat.egis Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan 
Kerja Pcrangkat Dacrah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar 
perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan 
dasar bidang keeenian. 
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(3) Faktor kcmampuan dan potensi Daerah sebagalmana dimaksud 
dalaln ayat (2), digunakan untuk menganalisis: 
a. pencntuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan 

dasar bldang kesenlan di Daerah; 
b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan 

batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah; 
c. perbitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis 

standar belanja lcegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga 
ke&iatan; dan 

d. perkiraan kcmampuan kcuangan dan pendckatan penyediaan 
pelayanan dasar bidang kesenian yang memaksimalkan sumber 
daya Dacrah. 

(2) Faktor kemampuan dan potensi daerah scbagalmana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawalan, kelembagaan, 
kebijMM, W'IUla den prasarana, keuan&an, sumber daya alam dan 
pertisipasi swuta/ masyarakat. 

(1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapalan dan 
pencrapan SPM, Pemcrintah Oacrah wajib menyusun, mengkaji dan 
menganalisis database profil pelayanan dasar bidang kesenian. 

Pasal 4 

(5) Jangka waktu dan rencana pencapalan SPM yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Oaerah digunakan untuk mengukur kepastian 
penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis 
pada pelayanan dasar bidang kesenian. 

(4) Rencana pencapaian dan pencrapan SPM di Oacrah dilaksanakan 
secara bertahap berdasarkan pada analisis kcmampuan dan potensi 
Daeraji. 

(3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagalmana dimaksud pada 
ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi 
Dacrah. 

(1) Rencana pencapaian SPM di Oaerah mengacu pada batas waktu 
pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

(2) Pemerintah Oacrah dalam mcnentukan rencana pencapalan dan 
pencrapan SPM mcmpertimbangkan: 
a. kondisi awal tingkat pencapalan pelayanan dasar bidang kesenian; 
b. target pelayanan dasar bidang kesenian yang akan dicapai; dan 
c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Dacrah dan 

komitmen nasional. 

BAB Ill 

RENCANA PENCAPAIAN SPM 

Pasal 3 
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(2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kcsenian sesuai SPM 
seb&gaimana dimaksud pada ayat (1), secara opcrasional 
dilaksanakan olch SKPD. 

(1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewewenangannya dalam 
pcnyelenggaraan pclayanan dasar bidang kesenian sesuai SPM. 

Pasal 7 

PENGORGANISASIAN SPM 

BABV 

Pembiayaan dalam rangka pcnerapan dan pcncapaian SPM dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Purworejo 
yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

PEMBI,\YMN SPM 

Pasal 6 

BABIV 

(1) Rencana pcncapeian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja 
dan target yang dicapai pada Tehun 2011 - 2014 serta pcnanggung 
jawab adalah sebagaimana tcrcantum dalam Lampiran I Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Rcncana pcncapeian SPM eebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan seeuai dcngan Petunjuk Tcknis SPM sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran U Peraturan Bupati inl. 

PasalS 

(5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi pcnyelenggaraan 
Pemcrintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, pcrlu 
mempcrtimbangkan: 
a. pen&alihan kcmampuan keuangan, personil dan kelembagaan 

Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak 
prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM; 

b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD dalarn 
rangka pencapeian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; 
dan 

c. inovasl dalam pcngaturan pcnyediaan pclayanan untuk 
menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih balk. 
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TRI HANDOYO 

SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2013 NOMOR 38 SERI E NOMOR 30 

Diundangkan di : Purworcjo 
pada tanggal : 18 Juli 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd. 

MAHSUNZAIN 

Ditetapkan di : Purworejo 
pada tanggal : L8 Juli 2013 

SUP.AT! PURWOREJO, 

Ttd. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupatcn Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mula.i berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

Hal-ha! yang belwn diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Kepala SKPD. 

PasaJ 9 

BAB Vl1 

KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ 8 

(1) Kepala SKPD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi 
kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati. 

(2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bupati menyampai.kan laporan hasil pencapaian kinerja 
penerapan SPM kepada Gubernur, 

BAB VI 

PELAPORAN SPM 
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MAHSUN 1.AIN 

'rld. 

BVPATI PURWOREJO, 

NO Jl!:NIS PEI.AYAIWI INOIKATOR TAROET PENCAPAIAN PENANOOUNO 
KINERJA 2011 2012 2013 20H 2015 JAWAB 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. ~rlindunpn. l.caJcupan 30% 35% 40% 50% 55% SKI'D Y8Jli 

~b&npndan ic..iian Seni menanpnl 
l'ctnan!Mlan uruean bidang 
Bidan& 1(-,uan kclCllian 

2.Cakupen ~ 23% 25% 30% 32% SKI'D yang 
l'aoilotH Seni mcnonpni 

uruean bldang 
keecnian 

3.C&kupan ·~ 50% 60% 75% 80% SKPDyang 
Odar Sccn, menangani 

uruunbidang 
lttocnian 

4.Miai Ke.cnian 50% 70% 80% 100% 100% SKPD yan,i: 
menanganl 

UNIAO bidan, 
ltt1enian 

II San,na clan 5. Cakupan 15% 17% ~ 25% 25% SKI'D yang 
Ptuuana Sumbtt Daya mcnangani 

W.nu• UNl&II bidan1 
Knenlan kescnian 

6.Caltup,111 50% 50% 50% 100% 100% SKPOyang 
Tempel mcnangani 

UNl&II bidang 
kCl<Dian ,-.....,....,. 

30% 30% 30% J.4% 34% SKPD yang 7.Cakupan 
OrpruAa mcnanpni 

UNtan bidang 
kcecnian 

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PEI.AYANAN MINIMAL 
BIDANG KESENIAN KABUPATEN PURWOREJO 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 38 TAHUN 2013 
TENTANG 
REN CANA PENCAPAlAN STAN DAR 
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENlAN 
KABUPATEN PURWOREJO 



9 

Il. Pengertian 
1. Seniman adalah insan yang berk:iprah dan memilik:i dedi.kasi serta 

komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan. 
2. Pergclaran Seni Pcrtunjukan adalah penyajian karya seni 

pertunjukan (tari, rnusik dan teater) sebagai pertanggungjawaban 
hasil karya sen.iman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton 
dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual. 

[. Latar Belakang 
Kesenian yang hidup dan berkembang di Kabupaten Purworejo tidak 
hanya didiamkan agar hidup dan berkembang dengan sendirinya. 
Diperlukan perhatian pemerintah agar kesenian dapat berguna dalam 
mensukseskan pembangunan terutama dalam pembinaan budi pekerti 
masyarakat. Kesenian dalam hal ini memerlukan 3 (tiga) penanganan 
pokok yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 ada beberapa 
bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota 
diantaranya ada!ab kebudayaan, dan salah satu unsur kebudayaan 
tersebut adalah kescnian. Berdasarkan bal tersebut, maka Pemerintah 
Kabupaten Purworcjo berkewajiban me!aksanekan urusan di bidang 
kebudayaan, dalam hal ini kesenian dengan SPM sebagai alat 
standar/alat ukur pencapaiannya. Kewajiban Pemerintah Kabupaten 
Purworejo di Bidang Kescnian tersebut meliputi aspek penanganan 
sub·bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian. 
SPM Bidang Kesenian merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten 
Purworejo dalam me!aksaoakan pembangunan kesenian. 
Kegiatan kescnian pada dasarnya dilaksanakan oleh ma.syarakat, 
scdangkan Pemerintah Kabupaten Purworejo berperan sebagai 
motivator, dan Casilitator. Sebega.i motivator, Pemerintah Kabupateo 
Purworejo memberikan dukungan bagi masyarakatnya agar 
melak.sanakan kegiatan kcsenian terutama yang menurut pemerintah 
penting namun kurang mendapat perbatian. Sebega.i fasilitator, 
Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan dukungan hukum/Jegal 
dan anggaran/finansial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerab (APBD). 

PETUNJUK TEKNIS 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANO KESENIAN 

KABUPATEN PURWOREJO 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR : 38 TAHUN 2013 
TENTANG 
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEN!AN 
KABUPATEN PURWOREJO 
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3. Festival Seni adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai 
bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang 
memiliki kekhasan masing-masing, 

4. Pameran Seni Rupa adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni 
rupa baik hasil karya seniman yang diselenggarakan tunggal, 
bersama, statis atau dengan peragaan proses berkarya. 

5. Pameran Seni Media adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni 
rupa. 

6. Kritik seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh 
para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan 
masyarakat pencinta seni guna mengetahui apa yang terjadi, karya 
mana yang pantas dan mana yang kurang pantas. 

7. lndustri Budaya adalah kegiatan berupa pengemasan dan 
selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam 
bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian 
langsung sertajasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. 

8. Saraschan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang 
dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan 
infonnasi kescnian yang digali. 

9. Bengkel seni (workshop! adalah kegiatan bimbingan seni yang 
discrtai dengan praktek. 

10. Penyerapan narasumber ada1ah tanya jawab secara langsung dari 
narasumber untuk mendapatkan bahan informasi yang selengkap 
lengkapnya mengenai suatu bentuk seni .. 

11. Studi Kepustak:aan adalah peogamatan dan penelitian kesenian 
dengan cara mengamati dan melacak sumber-sumber tulisan. 

12. Rckonstruksi adalah mcnyusun atau menata kembali kcsenian 
yang hampir yang hampir punah dalam upaya mendapatkan 
ga.mbaran bentuk seni sesuai dengan aslinya. 

13. Eksperimentasi ada1ah k.egiatan yang mencoba mcnerapkan sebuah 
gagasan atau pencmuan baru dalam kcgiatan kreativitas seni, atau 
menerapkan sistem, metode, maupun tcknik untuk memudahkan 
dalam melaksanakan suatu k.egiatan atau mcmperoleh nilai tambah 
suatu seni. 

14. Rcvitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran san fungsi 
unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam 
konteks baru dengan tctap mempertahankan keasliannya. 

15. Studi banding adslsh upaya mcncari titik perbedaan dan titik 
persamaan begi satu atau lebih eeni sejcnis scba8ai bahan 
penentuan identitas masing-masing dan luas ruang lingkup wilayah 
pengaruhnya. 

16. lnvcntarisasi adalab kegiatan pencatatan keseluruhan unsur 
kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki olch 
masyarakat maupun yang sudah tercatat scbagai milik negara, 
bcrsifat funk maupun non fisik. 

17. Dolrumetasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data 
terutama dari hasil penggalian disamping upaya-upaya lain dan 
kegiatan pengolaha.n sarana dokumcntasi yang bertujuan untuk 
mcnyimpan data sebagai bahan pengkajian guna memenuhi 
berbagai kebutuban di samping scbagai upaya pemeliharaan. 
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18. Pcnyandang dana adalah figur perseorangan atau institusl yang 
mampu ditempatkan sebagai penyandang dana/penyumbang 
secara tetap ataupun temperer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di 
daerah. 

19. Pcngusaha adalah pelaku-pelaku industri yang tclah memiliki 
komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus 
dilibat.kan sebagai "bapak angkat" bagi seniman atau organisasi 
kesenian. 

20. Kaderisasi adalah usaha persiapan kader-kader seniman untuk 
mempertebankan kondisi yang adal dalam jangka waktu yang tidak 
tcrbatas dengan mengupayakan peningkatan secara vertikal dan 
horizontal sehingga pelestarian kesenian berjalan secara 
berkesinambungan. 

21. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah 
dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan 
urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka 
pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM. 

22. lnsan Media Massa kritikus seni Kabupatcn Purworejo yang mampu 
mala1rukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya 
peningkatan apresiasi seni di masyarakat, se.kaligus umpan balik 
bagi kebijakan pengelolean kesenian Kabupatcn Purworejo. 

23. Lomba Seni adalah suatu kegiatan yang mewadahi adu prestasi 
secara Langsung melalui keunggulan mcnciptakan atau kemahiran 
menyajikan suatu bentuk karya seni. 

24. Masyarakat pendukung adalah kelompok pccinta dan pemerhati 
jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan 
narasumber pada pengclolaan kegiatan kesenian daerah. 

25. Pakar seni adalah tenega ahli di bidang kesenian. Termasuk da1am 
pakar seni adalab tenaga ahli menata gelar seoi pertunjukan 
(dramaturg) dan kurator. 

26. Sarjana seni adelab orang yang mengikuti pendidikan formal 
kesenian di pcrguruan tinggi yang kemungkinan telah tersedia di 
daerah. 

27. Pamong budaya adalab petugas da1am jabatan funsional daerab 
yang berkedudukan di Kabupaten Purworejo. Pcjabat fungsional ini 
bertugas bertugas menjcmbatani hubungan teknis fungsional 
antara pemerintah dan masyarakat. 

28. Pemberian bantuan adalah pemberian bantuanberupa material 
atau finanslal sebagai upaya memberikan dorongan atau 
rangsangan untuk menambah gairah berkarya kepada seniman dan 
/atau organisasi kesenian yang berprestasi agar lebih mampu 
membina dan mengembangkan kreativitas berlcarya di bidang seni 
masing-masing. 

29. Pcnerbitan dan pendokumentasian adalah upaya 
menambab/memperluas lwya dengan jalan men.erbit.kan 
menerbit.kan naskab selain untuk disebarluaskan juga untuk di 
dokumentasikan sebagai upaya menjaga keberadaan karya 
tersebut, 
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Dalam melaksanakan kegiatao di bidang kajian seni, Pemerintah 
Kabupaten Purworejo sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan 7 ((tujuh) atau 8 
(delapan) kegiatan dari 15 (lima belas) kajian seni. 

A. Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian 
Kegiatan yang menjadi bagian dari ruang lingkup pcraturan ini 
meliputi: 
l. Kajian seni ; 
2. Gelar seni ; 
3. Misi kesenian ; 
4. Fasilitas seni ; 
5. Sumber daya manusia bidang kesenian ; 
6. Tempat ; dan, 
7. Organisasi. 

l. Kajian Seni 
Kajian Seni adalah meneliti pcnanganan kesenian untuk 
mengetahui apakah pclaksanaan kesenian itu sesuai dengan tujuan 
pcngelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian 
di daerah. 
Kegiatan bersifat kajian adalah : 
a. Seminar; 
b. Sarasehan ; 
c. Diskusi; 
d. Bengkel seni (workshop) ; 
e. Pcnyerapan narasumber ; 
f. Studi kepustakaan ; 
g. Pcnggalian ; 
h. Ekspcrimentasi ; 
1. Rekonsttuksi ; 
j. Revitalisasi ; 
k. Konservasi ; 
I. Studi banding ; 
m. lnventarisasi ; 
o. Dokumentasi ; dan 
o. Pcngemasan bahan kajian. 

III. Ruang Lingkup 
SPM ini mencakup 2 jenis pclayanan : 
A. Pcrlindungan Pcngembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian 
B. Sarana dan Prasarana 

30. Pcnyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan tuntunan, 
pctunjuk, dorongan, pcngarahan dan pcnambahan pcngetahuan 
untuk menjaga dan mertjamin kelangsungan kehidupan suatu jenis 
kesenian. 

31. Promosi adalah upaya menyebarluaskan seni melalui 
usaha/kegiatan komersial yang sehat. 

32. Seniman atau budayawan adalah insan yang berkiprah dan 
memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan 
kesenian dan kebudayaan. 
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4. Misi Kesenian 
Misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih 
dan atau sekelompok seniman yang dipersiapkan untuk 
melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik 
di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepent.ingan 
penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan 
jati diri. 
Kegiatan misi kesenian wajib memperhatikan : 
1. Kejelasan daera.h tujuan ; 
2. Kejelasan materi misi secara kualitatif dan kuantitatif ; 
3. Ketepa.tan pengemasan; dan 
4. Kesepakatan teknis dan adminsitrasi antara pengirim misi 

dengan penerima misi. 

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban menyelenggarakan 
minimal 3 ( t.iga) dari 4 ( empat) kegiatan gelar seni. 

3. Gelar Seni 
Sebagai upaya menyemarakkan kehidupan kesenian di daera.h, 
pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan dan mendorong 
penyelenggaraan gelar seni di daera.hnya. 
Wujud gelar seni adalah : 
1. Pagelaran ; 
2. Pameran; 
3. Festival ; clan 
4. Lomba. 

2. Fasilitas Seni 
Fasilitas semi adalah dulrungen bagi kesenian di daerah agar dapat 
hidup lebih layak. 
Jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangen den 
pemanfaatan bideng kesenien adalah : 
l. Penyuluhan substansial maupun teknikal ; 
2. Pemberian bantuan; 
3. Bimbingan organisasi ; 
4. Kaderisasi ; 
5. Promosi; 
6. Penerbitan den pendokumentasian ; dan 
7. kritik seni. 
Pemerintah Kabupaten Pwworejo wajib mendorong den 
memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni di 
daera.hnya, scbagai upaya meningkatkan kualitas kesenien di 
daera.h. 
Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib menyediakan rueng untuk 
kegiatan kritik seni di media cetak dan /at.au di media elektronik. 
Pemerintah Kabupaten Pwworejo berkewajiban menyelenggarakan 
seluruh fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang tersedia untuk 
kegiatan-kegiatan kesenianyang diselenggaarakan masyarakat 
minimal 1 (satu) atau 2 (dua) kegiatan fasilitasi seni. 
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3. Organisasi 
Pemerintah Kabupaten Purworejo membentuk : 
a. Organisasi struktural yang menangani bidang kesenian; 
b. Lembaga/ dewan kesenian. 

Pemerintah Kabupaten Purworejo paling sesikit melaksanakan 
1 (satu) dari 2 (dua) cakupan organisasi. 

B. Sarana dan Prasarana 
1. Sumber Daya Manusia Bidang Kesenian 

Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan dan 
pemanfaatan seni diperlukan kualiftlcasi Sumber Daya Manusia 
(SOM) Kesenian sebagai berikut : 
a. Sarjana seni ; 
b. Pakar seni ; 
c. Parnong budaya ; 
d. Seniman/budayawan; 
e. Kritikus ; 
f. lnsan media massa ; 
g. Pengusaha;dan 
h. Penyandang dana. 
Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban menumbuhkan 
partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SOM dalam 
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, 
minimal 2 (dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM sampai tahun 
2015, yaitu : 
a. Seniman/budayawan; dan 
b. Pamong budaya. 

2. Tempat 
Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban menyediakan 
minimal: 
a. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk 

pameran; 
b. Tempat memasarkan ka.rya seni untuk mengembangkan 

industri budaya. 

Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib mengadakan misi kesenian 
antar daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun 
dalam rangka pertukaran budaya, dlplornasi, dan promosi kesenian 
di daerahnya keluar daerah. 
Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memberikan 
bantuan dalarn arti luas guna terselengggaranya misi kesenian, 
baik antar daerah, maupun ke luar negeri. 

 


